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BUPATfl KUAruTAN SH NGINGI
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 39 TAHUN 20i3
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NtrGBRI SMK YPKM

KUANTAN MUDIK MBNJADI SMKN 1 KUANTAN MUDIK
KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menimbang : a.

b.

DENGAN RAHMAT'TUHAN YANG MAHA trSA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan terhadap
masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dipandang perlu adanya
upaya pengembangan lembaga pendidikan;

bahwa pengembangan lembaga pendidikan memperhatikan
aspirasi masvarakat, perkembangan jumlah penduduk, sosial
ekonomi. budar-a. terll'Larna jumlah penduduk usia sekolah dan
ireban bial-a peniidikan, untuk ltu perlu mei-iibah sia*rJs sl,{ri
YPKM Kuantan Mudik menjadi Satuan PenCidikan Negeri;

bahwa satuan Pendidikan sMK YPKM telah memenuhi ketentuan
Pasa-l 11, Pasai 13, Pasal 14, dan Pasal 15 peraturan Bupati
Nomor 3 Tahun 2005 untuk mendapatkan Izin pendiria:r satuan
Pendidikan Negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan
Bupati teritang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri sMK
YPKM Kuantan Mudik Menjadi SMKN 1 Kuantan Mudik
Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

undang-Undang Nomor 53 Tahun L99g tentang pembentukan

Kabupaten Pelaiawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 7999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana
telah diubah teral<hir dengan undang-undang Nomor 34 Tahun
2oo8 tentarrg Perubahan Ketiga Atas undang-undang Nomor 53
Tahun i999 teniang Per-nbentukar Kabucaren peja-larr'an.

d.

Mengingat : 1.



BIJPATfi KUANTAN Sfr NGI NGI
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 39 TAHUN 2013
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI SMK YPKM

KUANTAN MUDIK MtrNJADI SI\{KN 1 KUANTAN MUDIK
KtrCAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menimbang : a.

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DSA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan terhadap
masyarakat Kabupa[en Kuantan Singingi dipandang perlu adanya
upaya pengembangan lembaga pendidikan;

bahwa pengembangan lembaga pendidikan memperhatikan
aspirasi masvarakat, perkembalgan jumlah penduduk, sosial
ek,:noirj.. budal-a. terutama iumLah pendnduk usia sekolah dan
ireban bial'a peniiciixan, unfuk itu perlu mei-ubah siat-is SI,,IK

YPKM Kuantan Mudik menjadi Satuan PenCidikan Negeri;

bahwa Satuan Pendidikan sMK YPKM telah memenuhi ketentuan
Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 peraturan Bupati
Nomor 3 Tahun 2005 untuk mendapatkan Izin pendiria.n Satuan
Pendidikan Negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksucl da-iam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan
Bupati teritang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri sMK
YPKM Kuantan Mudik Menjadi SMKN 1 Kuantan Mudik
Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;

undang-undang Nomor 53 Tahun Lggg tentang pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak. Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan singingi dan Kota Batam (LEmbaran Negara
Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902). sebagaimana
telah diubah tera-<hir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2oo8 rentarrg Perubahan Ketiga Atas undang-undang Nomor 53
Tahun i999 rentang Pen:'oentukan Kabuoaren peiala*-an.

d.

Mengingat : 1.



4.

z-

J.

6.

7.

8.

Singingi dan Kota Batan (Lembaran \eg:-:a Republik Indonesia
T:thun 2OOB Nomor i07, Tambahan Lelt:;a:a: -'.:qa:a Republik
Indonesia Nornor  BBO) ;

Undang-Undang Nornor 20 Tahr,rn ,1003 :. jt-,ar:q Sistern
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repubilk Indonesia
Tahun 2OA3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Neqara Republii<
Indonesia Nomor a3O1);

Undang-Undang Nomor 32 'I'ahun 2OO4 tentang Pemerrntahan
Daerah (Lernbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir
dengan Unclang-Undang Nomor 72 Tahun 2OOB tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOB Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a\aa);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Incionesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan
Per-ar-uran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 523a);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koorclinasi
Kegiatan Instansi vartikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 1O, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 3373);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Talnun 199O tentang Pendidikan
Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3a11);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal-u-rn 1990 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3412); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan- Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendiclikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 9O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 3763\;
Pei-aturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
l,.r:le:eah Le:rlaran \eqara Republik Indonesia Tahun 1990

5.

9.



Nomor 3a i3); sebagaimerna telah dirubah dengan Peraturan
llemerintah Nornor 91 'lahun 1998 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 376a);

i0. Peraturan Pemerintah Nomor 72 TaL'run l99l tentang Pendidikan
Luar Biasa (Lembaran Negara Repi-rblik Indonesia Tahr-rn 1991
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 3a60);

11. Peraturax Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor aa9Q;

'l?
lu.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah- Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a737);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2oo\ tentang organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran
Dae:-ah Kabr.rpaten Kuantan Singingi Tahrrn 2008 Non-rcr 4),
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 200s tentang Tata cara dan
Persyaratan rztn Pendirian Satuan Pendidikan Formal (Berita
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2005 Nomor 3);

12.

L4.

Memperhatikan : 1. Usulan Izin Pendirian Satr-ran Pendidikan Negeri dari Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Ktrarntan Singingi Nomor
42L IDISDIK-UM/ 1122 tanggal 6 Nopember 20 13.

Pertimbangan clan Rekomendasi rzin pendirian satr-ran
Pendidikan Negeri dari Kepala Dinas pendidikan Kabupaterr
Kuantan Singingi Nomor : 42I/DISDIK-UMl12t tanggal 6
Nopember 2073.
Rekomendasi Tzin Pendirian Satuan pendidikan Negeri dari
Tim Penilai Pendirian Satuan Pendiclikan Kabupaten
Kuantan Singingi Nomor : TP-PSPN I tanggal 11 Nopember
2073

2.

-J.



Menetapkan

o

MEMUTUSI(AN :

: IZIN PENDIRIAN SATUAN PBNDIDIKAN NBGERI SMK YPKM

KUANTAN MUDIK -MENJADI SMKN 1 KUANTAN MUDIK

KtrCAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

Pasal 1

pendirian Satuan Pendidikan Negeri Sekolakr Menengah Kejuruan, yang selanjutnya

dalam Peraturan Bupati ini clisingkat dengan SMK, yang semula SMK YPKM

Kuantan Mudik menjadi SMKN 1 Kuantan Mudik'

Pasal 2

(l) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Satuan

pendid.ikan l.{egeri yang berada di barvah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan singingi.

(2) pembinaan Satuan Pendidikan secara fungsional dilaksanakan 'o1eh Kepala

Dinas Pendidikar-r Kabupaten Kuantan Singingi.

Sr:;;:: Pr::ci:ikal rlempun\-aL
_+--_si--;___j-

l - --:*-

tr reasari<an ketenrua.Il Pei-aiuran

Pasal 3

tugas pokok melaksanakan pendidikan dan

r.:q?J :r.grain pen.-licikan t.a::g aia dar
per-unciang-undangar r .iang beriak;.

Pasal 4

Suslnan Organisasi, perumLrsan tugas pokok dan fungsi, dan tata kerja ditetapkan

oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

.lflfry Pasal 5

Hai-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang Inengenai teknis

pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati danl atau

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai berlaku, maka SMK YPKM Kuantan Mudik

berubah menjadi SMKN 1 Kuantan Mudik Kecamatan Kr.rantan Mudik Kabupaten

Kuantan Singingi.



Peraturan Br-rpati ini mulai berlaku

Agar setiap orang mengetahuin5r2,

Pasal 7

pada tanggal diundangkan.

memerint-ahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya clalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teiuk Kuantan
I tB Nopeml:er 2013

AN SINGINGI,

KARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal

1

I Nopember 2013

)RAH KABUPATBN KUANTAN SINGINGI,
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tsErul+DAERAH r(ABUPATEN KUANTAN SINGTNGI TAHUN 2013 NOMOR 39


